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Isu pernikahan usiadini telah menjadi perhatian berbagai pihak berkaitan dengan implikasi yang
ditimbulkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi isu ini adalah melalui perubahan pengaturan batas
minimum usia nikah bagi anak dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telalu rendah.
Kabupaten Gunungkidul, Provins D.l Y ogyakarta memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul No 36/2015
tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak PPUA yang memperlihatkan dampak positif dengan
berkurangnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, evaluasi terhadap kebijakan
batas usia nikah ini melalui studi kasus Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang PPUA perlu dilakukan
sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini menggunakan desain
penelitian case study dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbup PPUA
memberikan pengaruh dalam menurunkan kejadian perkawinan usia anak di Gunungkidul. Perbup efektif
sebagai jembatan dalam memediasi perbedaan standar usia nikah dan memetakan peran tiap instansi dalam
komitmen mencegah perkawinan pada usia anak. Peran operasional oleh tiap instansi dan lembaga lain telah
terpetakan dalam Rencana Aksi Daerah PPUA dan telah berjalan dengan cukup baik, namun efisiensi
pembiayaan belum terlihat adanya plafon khusus mengenai PPUA dan seringkali mendompleng pembiayaan
program lain di instansi. Adekuasi Perbup PPUA dari segi pembiayaan menunjukkan tren kurangnya
dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah namun kerja samal lintas instansi mengalami peningkatan
dengan meluas dan konsistennya peran berbagai instansi pasca Perbup diberlakukan. Ekuitas distribusi
manfaat Perbup PPUA terlihat dari meratanya MoU maupun deklarasi PPUA yang dilakukan oleh setiap
kecamatan secara masif di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017. Responsivitas Perbup PPUA cukup baik
karena tidak mendapatkan banyak pertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perbup PPUA sepaket
dengan keberhasilan yang terlihat memiliki eksternalitas yang positif dengan menularkan semangat bagi
daerah lain untuk mencontoh langkah yang mereka lakukan.
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Early age marriage has been a concerned issue by many parties regarding its caused implication. The effort
to reduce this issue was by changing the rule on limit age of marriage for children as mentioned in
Constitution No 1 1974 about Marriage which judged as too young. Gunungkidul District, S.R Y ogyakarta
Province has a Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about Prevention of Child Marriage PCM
which shown positive impacts on reducing the case of child marriage in the region. Hence, policy evaluation
on limit age of marriage through a case study of Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about PCM
need to be done as a consideration to improve the policy. Case study design was used in this policy
evaluation study with a qualitative approach. The result showed that Bupati Regulation about PCM affected
on reducing the case of child marriage in Gunungkidul. Bupati Regulation about PCM effectively bridged
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the different age of marriage standards used by agencies and mapped each of their rolesin a commitment to
prevent the child marriage. Operational roles of the agencies were mapped in Local Action Plan on PCM
and has been worked properly, but budgeting efficiency through establishing a distinctive ceiling for PCM
has not been seen rather than unofficialy joined the other programs budgeting. Adequacy of Bupati
Regulation about PCM revealed alow budget support from the district government but the cooperation
between agencies arised by the expanding and consistent roles of the agencies after the policy applied.
Equity of Bupati Regulation about PCM impacts rsquo distribution could be seen from the MoU and
declaration of PCM which massively done by each sub district in Gunungkidul by 2017. Bupati Regulation
about PCM had a good responsiveness as it did not contradict the value existed in the society. Positive
externality of Bupati Regulation about PCM and its impacts was seen by affecting the spirit of the other
regionsto follow them.



